Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

PUTUSAN
Nomor : 0767/Pdt.GI2016/PATgt
ORIV - e

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara fertentu pada

tingkat pertama telah menjatubkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :
| umur 39 tshun, Agama Istam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, Tempat tinggal dim
Kabupaten Paser, sefanjutnya disebut sebagai : “Penggugat”;
MELAWAN
. |/mur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak
PO ——

Kabupaten Paser,, selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebuf ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 November 2016
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor :
0767/Pdt.G/2016/PA.Tgt. tanggal 01 November 2016 telah mengernukakan halhal sebagai
berikut :
{. Bahwa, Penggugatdan Tergugat telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 30 Mei

1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pucung, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan

Akta Nikah Nomor 193 /08 / VI / 95, tanggal 02 Juni 1985;

. Bahwa, setelah meiangsungkan pernikahan tersebut Penggugal dan Tergugat telah hidup

bersama sebagaimana layaknya suami istr, berternpat tinggal di rumah sendiri di Desa

Karang Duwur Kecamatan Ayah, Kabupaten Cilacap selama 15 tahun, kemudian pindah dan
bertempat tinggal dirumah saudara Penggugat di Desa Kerta Bhakt Kecamatan Long Ikis

Kabupaten Paser selama 6 tahun;

3. Bahwa setelah pemikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana

~ layaknya suarmi istr dan tefah di karuniai 2 ( dua ) orang anak A
" |
|
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugatdan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak

¥ fahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi

perselisihan yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat
4 tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya, sampai sekarang

(o) sudah 4 bulan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan

Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya hingga sekarang, sebagaimana Surat
Keterangan Gaib Nomor 450 / 001 / UMUM tanggai 01 Nopember 2016 yang dikeluarkan
oleh Kantor Desa Kerta Bhakti , Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser,sebagaimana

teriampir;
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8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah fidak lagi mencerminkan
rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

9. Penggugat sanggup membayar saluruh biaya yang fimbul akibat parkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama
Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amamya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan taak sats Bain Sughra Tergugat FERAPRNRNANEY (o'hadap Pengguget
g I

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesual dengan ketentuan

yang beriaku;

)

Apabiia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadi-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang dan
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula
mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan,

meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan
ﬂ melalui Mass Media (Radic Gema Al-Falah Tanah Grogot) dengan Nomor
0767/PdLG/2016/PATgt, tanggal 03 Nopember 2016 dan tanggal 05 Desember 2016, dan
ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdagarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan felah berysaha menasehati
Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,
karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi

sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan
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Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan fidak
dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka sidang
dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk

ymum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perobahan ataupun

penambahan;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pemah hadir di depan sidang ;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :
L. Surat:
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 193/08/V1/95, tanggal

02 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pucung,

]

Kabupaten Cacap, Provinsi Jawa Tengah bermeterai cukup serta dinazegelen dan telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.) ;

Menimbang, bahwa disamping aiat bukti tertulis, Penggugat juga telsh mengajukan dua

= orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan

ﬂ persidangan, di bawah sumpahnya ;

II. Saksi-saksi :

Saksi | : I Umur 36 tahun, agama Islam,
pekerjaan Buruh, agama lslam, tempat finggal di l_
Kabupaten Paser;

« Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saks! tetangga

Penggugat;
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» Bahwa Panggugat dan Tergugat inggal bersama di rumah Penggugat di Desa Kerta
Bhakii dan telah dikaruniai 2 orang anak;
»  Bahwa awainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saje, namun setahu

saksi sejak 6 bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggatkan Penggugat,

» Bahwa setahu saksi penyebabnya karena sefing terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat;
» Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pamah datang_lagi dan tidak diketahui

lagi keberadaannya dan Penggugat sudah tidak mau lagi menunggu Tergugat ;

Saksi I — umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasia,
0 tempat tinggal di m__
¥ a Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
» Bahwa saksi hanya kenal dengan Penggugat sedangkaan Tergugat saksiaa tidak
kenai karena saksi calon mantu dari Penggugat;

» Bahwa sejak 4 bulan yang lalu, saksi ke rumah Penggugat dan Tengugat sudah tidak

44

ada dirumah dan menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat sudah pergi dan
tidak pemahd atang lagi;

= Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pemah datang lagi dan tidak diketahui
lagi keberadaannya;

= Bahwa pihak keluarga sudah pemah menasehati Penggugal agar bersabar menunggu
Tergugat, namun Penggugat sudah tidak bisa lagi menunggu Tergugat dan tetap ingin
bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keferangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah

membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;

Hal.5 dari 12 Nomor :0767/PdLG/2018/PA Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Menimbang, bahwa selanjuinya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia
tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Maielis
Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi

dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan
untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian
yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah

terurai di atas ;
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi
kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasat 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

4

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tefah temyata tidak hadir di depan sidang meskipun telah
dipanggil secara sah dan paiut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil alau kuasanya, serta tidak temyata ketidakhadirannya it disebabkan oleh suatu
) halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyaakan tidak hadir
dan perkara ini dapat dipuius dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun
Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugal agar rukun kembali dengan Tergugat
sebagaimana dimaksud dalam Pasat 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil,
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Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah
dirobah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi adalah
bersifat imperalif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum.
Namun demikian Pasal 7 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan kehadiran kedua belah

pihak sebagai syarat format untuk dapat dilaksanakannya mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran

Tergugat daiam dua kali sidang secara berturut-turut, maka kefentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut
fidak terpenuli, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak herhasil dan mediasi tidak
dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan
yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang  Nemor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

oy

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat sebagaimana
ketentuan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf {f) Kompilasi Hukum Istam yaitu suari istri sering terjadi perselisihan dan periengkaran dan
tidak ada harapan uniuk rukun kembali dalam rumah tangganya. Oleh karenanya Majelis Hakim
~ ékan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa in cassu perkara perceraian, Malelis Hakim tetap berusaha mencari
kebenaran materiil, karena perceraian adalah suatu jalan yang halai akan tetapi dibenci Allah,
asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempersulit perceraian serta
untuk menghindari  kebohongan-kebohongan  dalam perceraian, Majelis Hakim tetap
membebankan wajib bukti kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat {2) Peraturan
Pemeriniah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134

Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. serta dua orang saksi, alat-
alat bukti tersebut secara formif telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 RBg. maka harus diterima sebagai bukti untuk

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana temyata dari bukli surat {P.) berupa Kutipan Akia
Nikah, bukti tersebut merupakan akia uotentik sebagai syarat mutiak (conditio sine quanon) yang
menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai
maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat
mempertimbangkan sebagai dasar hukur (legal standing), dengan demikian Penggugat adalah
pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugat cerai {persona standi in
judlicio);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat beserta alasannya tersebut, Tergugat

tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir didepan persidangan,

<

sehingga ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat dianggap membenarkan dan mengakui
adanya ketidakharmonisan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, meskipun
Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka atas segala pengakuan Tergugat

terhadap gugatan Penggugat harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud

4

-~ dengan Pasal 311 RBg ;

’ Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan
di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Penggugat merupakan sengketa perkawinan adanya
perselisinan dan pertengkaran, dengan demikian berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim harus
mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut dan

terhadap gugatan tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan sebagaimana yang dimaksud

dengan Pasal 283 R.Bg ;
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Menimbang, bahwa saksi | Yuni Supraptini dan saksi il Khairunnisa, keduanya adalah
saksi dari pinak keluarga dan atau orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di
depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan pada pengiihatan dan atau
pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya seperti tersabut di atas, maka

saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukii mengingat Pasal 76 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975;
Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuain dan saling

mendukung, maka keferangan para saksi tersebut dapat memperkuat dalil-dalil gugaian

Penggugat ;
¥ Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dafil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan
bukti-bukdi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditemukan fakia-fakia hukum
sebagal berikut -
3 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang
anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah fidak rukun dan tidak hamonis
. lagi sejak tahun 2016 yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering
~ terjadi persefisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya
6 butan lamanya,
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap
herkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;
Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik
dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perseiisihan jika

hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling
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melindungi, dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang telah
berpisah rumah seiama kurang lebih 6 bulan lamanya, menunjukkan bahwa antara Pengugat
dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian
dart gejala perselisihan dalam rumabh iangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dall Penggugat yang fidak dibantah oleh

Tergugat terytama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabakan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan
keterangan saksi-saksi yang pada infinya menjelaskan antara Panggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan
kedua belah pihak bemperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati
Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan
Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak iagi berkeinginan berumah tangga

dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta

Ay

hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam
rumah tangga yang suiit untuk dirukunkan lagi sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai
sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 1975 sejalan

dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam

44

6 Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah yang terdapat dalam
- Kitab Muhadzdzab Juz | halaman 81 yang berbunyi :

muﬁw\w‘jna\.gkj)bj)\ 1,.'9) (..\.9 Jakh \')U
Atfinya ; “Dan apabila ketidaksukaan Isti tethadap suami sudah sedemikian ripa, maka Hakim

boleh menjatutkan talaknya suami dengan falak safu.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan
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demikian petitum Penggugat yang termuat dalam gugatannya tersebut pada Nomor 2 dapat
dikabutkan dan akan dinyatekan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1089
tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk tertib

administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahtinya meliputi tlempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan daiam
daftar yang disediakan untuk it ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan
ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 {ahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

G

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat ;
Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang beraku dan

hukum Istam yang berkaitan dengan perkara ini;

44

~ MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut unluk datang
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versiek
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat I crhadap
Penggugat I
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan safinan

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Karang Pucung, Kabupaten Cilacap dan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long ikis, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam
daftar untuk itu;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu nupiah);

Demikianlzh Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawah Majelis Hakim pada hari
Selasa, tanggal 07 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jumadii Awal 1438 H., oleh
Kami ADI MARTHA PUTERA, S.H,, Ketua Majelis, DR, MUHAMMAD KASTALANI, S.HI, MH.l.
dan LUQMAN HARIYAD{, S.H. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera

Penggantl RUSDATINA, S.Ag. dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI
RUSDATINA, 8.Ag.

Perincian bisya perkara:
1. Pendaftaran Rp. 30.000-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak Rp. 380.000,-
4. Redaksi Rp.  5.000,-
S Meterai Rp.  6.000.-

Jumlah Rp. 471.000,-

{empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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